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ABSTRAK

(A) Nama : Eka Aprilia (217231033)
(B) Judul Tesis : Upaya Hukum Notaris Terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah

Menurut Persepsi Hukum Kenotariatan
(C) Halaman : xi + 151 + 2024.
(D) Kata Kunci : Upaya Hukum, Notaris, Putusan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris,

Hukum Kenotariatan.
(E) Isi Abstrak

Notaris memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum melalui
pembuatan akta autentik yang diakui oleh hukum. Namun, dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, notaris tidak luput dari pengawasan oleh Majelis Pengawas
Wilayah (MPW) yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme.
Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana tanggung jawab MPWN Propinsi
DKI Jakarta yang telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada notaris yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana
upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap putusan MPWN yang
telah dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut
persepsi Hukum Kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya adalah
deskriptif, yang bersumber dari data sekunder. Pengumpulan datanya melalui studi
kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan
konseptual. Penelitiannya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPWN Propinsi DKI Jakarta
memiliki tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam UUJN. Sebagai lembaga
pengawas, MPWN bertugas untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan
kewenangan notaris sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi
ini, MPWN memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin, termasuk
teguran tertulis, kepada notaris yang dinilai melakukan pelanggaran. Dalam
konteks Hukum Kenotariatan, putusan MPWN yang telah dinyatakan salah oleh
PTUN memberikan peluang bagi notaris yang dirugikan untuk melakukan berbagai
upaya hukum guna melindungi hak-haknya. Notaris sebagai pejabat publik yang
bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki kedudukan yang diatur dan
dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh
karena itu, dalam menghadapi keputusan yang tidak sesuai dengan hukum, notaris
dapat menggunakan berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Secara
keseluruhan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris meliputi pengajuan
keberatan kepada MPD atau MPP, pengajuan gugatan ke PTUN, hingga tuntutan
perdata untuk pemulihan nama baik dan kerugian. Langkah-langkah ini tidak hanya
bertujuan untuk melindungi hak-hak notaris, tetapi juga untuk menjaga integritas
profesi notaris dan memperkuat sistem hukum yang mendukung keadilan dan
kepastian hukum. Diperlukan revisi atau penegasan dalam peraturan terkait, seperti
UUJN untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban notaris dalam
mengajukan upaya hukum terhadap keputusan MPW.

(F) Acuan : 65 (1979 - 2022)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H) Penulis : Eka Aprilia
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ABSTRACT

(A) Name: Eka Aprilia (217231033)
(B) Thesis Title:
(C) Pages: x + 151 + 2024.
(D) Keywords: Legal Remedies, Notary, Decision, Notary Regional Supervisory Board,

Notary Law
(E) Contents of the Abstract

Notaries have a strategic role in supporting legal certainty through the creation of
authentic deeds recognized by law. However, in carrying out their duties and
functions, notaries are not free from supervision by the Regional Supervisory
Council (MPW) which aims to maintain integrity and professionalism. The problem
faced is how the responsibility of the MPWN of DKI Jakarta Province which has
given a written warning sanction to a notary that is contrary to applicable laws and
regulations and what legal efforts can be taken by a notary against the decision of
the MPWN which has been declared wrong by the State Administrative Court
(PTUN) according to the perception of Notary Law. The research method used in
this paper is normative legal research. The research specification is descriptive,
which is sourced from secondary data. Data collection is through literature study.
The approach used is the statutory and conceptual approach. The research is
analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate
that the MPWN of DKI Jakarta Province has responsibilities that are expressly
regulated in the UUJN. As a supervisory institution, the MPWN is tasked with
ensuring that the implementation of the duties and authorities of notaries is in
accordance with the principles of legality, justice, and compliance with applicable
laws and regulations. In carrying out this function, the MPWN has the authority to
provide disciplinary sanctions, including written warnings, to notaries who are
deemed to have committed violations. In the context of Notary Law, the MPWN
decision that has been declared wrong by the PTUN provides an opportunity for
notaries who are harmed to take various legal measures to protect their rights.
Notaries as public officials who work based on public trust have a position that is
regulated and protected by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law
Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN). Therefore, in dealing
with decisions that are not in accordance with the law, notaries can use various
available legal mechanisms. Overall, legal efforts that can be taken by a notary
include filing an objection to the MPD or MPP, filing a lawsuit with the PTUN, to a
civil lawsuit for the restoration of good name and damages. These steps are not only
aimed at protecting the rights of notaries, but also at maintaining the integrity of the
notary profession and strengthening the legal system that supports justice and legal
certainty. Revision or clarification is needed in related regulations, such as UUJN to
provide clarity regarding the rights and obligations of notaries in filing legal action
against MPW decisions.
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